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Na31b 60Juta UMKM Bergantung
pada RUU Cipta Kerja

y INDONESIA bR B :

- formula regulasi yang mampu
--memantik dan menyelamatkan-

nya dari resesi ekonomi. Maka
dari itu, RUU Clpta Kerja d1mla1_ W

- menjadi modal besar Indonesia
dalam menarik investasi dan

~ membuka lapangan kerja sete-

“lah pandemi covid-19. =

- “Tentu salah satu modal be-
sar.kita ialah RUU Cipta Kerja,”

‘kata Wakil Ketua, Umum DPP

. Asosiasi Pedagang Pasar Selu-

ruh Indonesia (APPSI) Sarman
Slman]orang '

- Sarman mengatakan, klaster

UMKM dalam RUU Cipta Kerja

. ialah salah satu yang sangat

strategis karena menyangkut .

nasib 60 juta pelaku UMKM
_yang saat ini terpuruk aﬁdbat

c0v1d-}19

“Kita mgm setelah pandeml
covid-19, nasib UMKM dapat se-
makin jelas dan pasti sehingga
aktivitas usahanya dapat ber-
lari kencang untuk mendukung

~ percepatan pemulihan pereKo- ‘

nomian Kita,” kata Sarman.
Klaster terkait dengan pe-

nyederhanaan perizinan dan

persyaratan investasi, kemu-
dahan berusaha, juga dinilai

Sarman strategis. Dia berharap

berbagai kendala investasi bisa
ter)awab dengan RUU Cipta

Kerja sehingga arus investasi

yang masuk ke Tanah Air se-

n

makm deras dan mampu men-

ciptakan lapangan kerja serta

mendorong pertumbuhan 0
- ekonomi.

“Kita menaruh harapan be—

sar terhadap RUU Cipta Kerja

iniuntuk dapat'menjawab

‘tantangan perekonomijan glo-
- bal yang diperkirakan tumbuh

minus di 2020 ini dan pereko-
nomian nasional yang diper-

, ,klrakan turun drastis.”

Meski RUU Cipta Ker]a di-
anggap solusi tepat untuk
mendorong pertumbungan

ekonomi, banyak .pihak yang

masih keberatan. Mereka pun
melakukan unjuk rasa di DPR.

Mereka menuntut agar DPR

tidak melakukan pengesahan
RUU Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco
Ahmad mengatakan bahwa

; “para pengunjuk rasa telah

termakan isu tidak benar.dan -
tetap enggan membubarkan

diri. Dengan begitu, ia meminta

seluruh anggota DPR yang
hadir dalam Tapat paripurna

untuk dapat mempercepat

agenda dan mempersmgkat

durasi rapat.

Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR Willy Aditya menambah-
kan bahwa hal itu sebagai
proses politik blasa danharus

‘di hormati. Menurutnya, da-

lam setiap pembuatan kebi-
jakan tentu tidak bisa menye-
nangankan semtia pihak. -
Namun,*pembuat kebijakan -
tetap harus memperhatikan

. semua suara yang berkem-

bang. (Uta/P-1)



